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Terlepas dari hal itu, sebenar-
nya ada beberapa isu urgen un-
tuk dibahas, yaitu isu alokasi,
mekanisme, akuntabilitas peng-
gunaan dana keistimewaan ser-
ta manfaat langsung bagi ma-
syarakat. Tulisan ini menyoroti
seputar isu-isu tersebut.

Dalam mekanisme hubung-
an kekuasaan Pemerintah Pu-
sat dan Pemerintah Daerah di
dalam koridor negara kesatuan,
dikenal hubungan kewenangan
dan hubungan keuangan yang
menyertainya. Sebagai kon-
sekuensi dari implementasi ke-
bijakan desentralisasi asimetris,
Daerah yang berstatus khu-
sus/istimewa mendapatkan ja-
tah beberapa kewenangan
tambahan beserta sumber pen-
danaannya sesuai dengan lan-
dasan hukum yang menyer-
tainya. Dalam konteks DIY, UU

No. 13/2012 telah membeﬁkaq
lima kewenangan tambahan di
juar kewenangan standard,

ng terdiri dari kewenangan
:aelagntikan Gubernur dan Wakil
Gubernur, kelembagaan, kebu-
dayaan, tata ruang dan per-

tanahan.
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PERNYATAAN Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran
untuk pelaksanaan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DY
yang jumlah nominalnya Rp 500 M, jauh dat total besaran rancangi
an yang diajukan Pemerintah DIY, sebesar Rp 1,2 triliun. Apabila
dikomparasikan dengan daerah-daerah otonomi khusus lainnya
maka besaran Dana Keistimewaan DIY adalah yang terkecil. !

Seperti_diketahui, Dana Otonomi khusus bagi Aceh tahun 2013
mencapai Rp. 6,1 T, sedangkan Papua memperoleh Rp.4,2 T ser-
ta Papua Barat yang mendapatkan Rp. 1,4 T. Hal ini tentunya
harus dimaklumi mengingat di samping penentuan porsi dana
yang berasal dari APBN ini dibuat jauh hari sebelum pengesahan
QUK, 'grand design'nya belum teringi sehingga proposal yang di-
ajukan DIY sebelumnya tidak berpengaruh terhadap besaran
anggaran yang telah diploting Pemerintah.

Secara umum, fungsi peme-
rintahan mencakup tiga hal,
yaitu pengaturan, pelayanan
dan pemberdayaan. Fungsi
pengaturan atau regulasi ter-
kait dengan upaya penegakan
hukum dan aturan yang harus
dipatuhi masyarakat demi ke-
pentingan bersama. Apabila
dikaitkan dengan kelima kewe-
nangan keistimewaan DIY, ma-
ka kewenangan pelantikan
Kepala Daerah, Tata ruang dan
Pertanahan termasuk di dalam-
nya.

Dibandingkan dengan empat
kewenangan lainnya, kewe-
nangan pelantikan Gubernur/-
Wakil Gubernur, kendati meru-
pakan substansi utama materi
UUK, namun mengingat skop
pelaksanaan urusan ini lebih
bersifat terbatas, berdurasi pen-
dek dan tak berimbas langsung
pada isu kesejahteraan masya-
rakat, Maka mestinya mendapat
porsl terkecil dari total alokasl
dana kelstimewaan.

Sementara itu, pelaksanaan
urusan Tata Ruang yang terma-
suk ranah fungsi pengaturan,
hendaknya berfokus pada pe-
rencanaan tata ruang dan ling-
kungan yang inovatif berbed.a
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Sedangkan dalam hal kewe-
nangan bidang pertanahan,
yang juga merupakan bagian
dari fungsi pengaturan, seiring
dengan adanya kejelasan sub-
yek hukum atas tanah SG dan
PA di DIY hendaknya Peme-
rintah DIY tidak membuat kebi-
jakan pertanahan yang akan
memunculkan kekhawatiran
warga masyarakat yang selama
ini menggunakannya.

Selanjutnya, porsi yang lebih
besar dari dana kelstimewaan
hendaknya dialokasikan untuk
kewenangan yang bersentuhan
langsung dengan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Ke-
wenangan yang terkait dengan
fungsl pelayanan ini adalah
kewenangan kelembagaan.

Terakhir, kewenangan yang
terkait dengan fungsi pember-
dayaan dari Pemerintahan
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adalah kewenangan kebuda-
yaan. Tentunya Pemerintah
DIY akan mengartikan konsep
kebudayaan di sini adalah ke-
budayaan dalam arti luas, yang
mencakup makna kebudayaan
yang berorientasi mensejah-
terakan masyarakat secara
lahir dan batin.

Sementara itu, terkait dengan
isu akuntabilitas penggunaan
dana keistimewaan, maka periu
dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait eksistensi,
mekanisme dan proses per-
tanggungjawaban anggaran-
nya, mengingat masyarakat
Yogja termasuk kategori masya-
rakat yang berpendidikan sa-
ngat baik dan kritis.
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